SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang

Mengingat

.a.

bahwa dengan adanya perubahan nama pejabat
pada susunan organisasi Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, perlu melakukan
perubahan atas Keputusan Komisi Independen
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
peraturan Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Independen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dalam
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Aceh Besar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99) ;

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019

Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menetapkan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan
ini sepenuhmya dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2023 sesuai dengan SP DIPA-
076.01.2.655682/2023 tanggal 20 November 2022.



KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kota Jantho
pada tanggal : 12 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

ttd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

’ﬁ"'\ [ INDEPENDEN PEMILIHAN
pus AEN ACEH BESAR
b Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
STRUKTUR ORGANIS ASI KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN NOMOR 4 TAHUN

2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  ouor . i mevacem e

TANGGAL : 12 Februari 2023

Anggota KIP Anggota KIP Ketua KIP Anggota KIP Anggota KIP
JUNAIDI, S.E AGUS SAMSIDI, A.Md MUHAMMAD HAYAT, S.E MISWAR, S.Pd.I M. NASIR ALl S.Ag
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Divisi Keuangan, Umur.n,.Rumah Divisi ?o.sial'!sasi, Pendidikan Pemilih, Divisi Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi Masvarakat. dan SDM Tangga, dan Logistik Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Plt. Sekretaris }
NURRAHMAWATI, S.H., M.I.P
NIP. 19830207 200902 2 010 ‘

Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan _Kasubbag Hukum dan SDM Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Kasubbag Keuangan, Umum dan Analis Pengelolaan Keuangan
Informasi Pemilu, Partisipasi dan Hupmas Logistik APBN Ahli Muda

1. EMIL WARDANA, S.E

ROSLAINI, S.E MUHAMMAD TAUFIQ, S.Sos., M.I.Pol NURRAHMAWATI, S.H., M.I.P DARWIN, S.T NIP. 19820505 200912 1 006
NIP. 19820427 200902 2 008 NIP. 19820801 200912 1 002 NIP. 19830207 200902 2 010 NIP. 19731101 200604 1 013 2. AULIA FIKKI, S.E., M.Si
NIP. 19871103 201012 1 003
_Staf Pelaksana _Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana
1. AKHYARD NUL, S.Ag
1. SAHARA WULANDARI, S.Sos ’
NIP. 19830518 200604 2 018 1. ROSLAINI, S.E 1. FAKHRUL MUNIR, S.H NIP. 19700814 200710 1 001
; NIP. 19820427 200902 2 008 NIP. 19820626 200912 1 006 2. SRIILYANL. S.Sos
2. RITA MAHDANI, S.Kom 2. EKA FAJRIANA, S.H ’ !

2. INDRA PUTRA, S.Sos NIP. 19801127 200701 2 012
NIP. 19850329 200912 2 004 NIP. 19851213 201012 2 004 NIP. 19760318 200710 1 002

Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi Pengemudi
1. FIKRIA MUNAWWARAH 1. CUT EVI LESTARI 1. SATRIADI
2. MUHARWADI .
3. KHAIRUL MUKARRAM Jagat Saksana (Pengamanan) Pramubakti
1. ANGGY RAMDHANI 1. SATRIA
2. AL MAFzZUL

3. ASMAUL HUSNA



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIVISI

Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi,

dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan
kearsipan;

b. Protocol dan persidangan

c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dam pelaporan
keuangan;

e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan
sumpah/janji dprd kabupaten/kota; dan

f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta
distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,
memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi:
Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta
Pemilu;

c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara;

e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu
dan Pemilihan;

f. Pelaporan dana kampanye; dan

g. Penggantian antar waktu anggota DPRD

Kabupaten/Kota.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai
tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi
terkait dengan kebijakan :

Sosialisasi kepemiluan;

Partisipasi masyarakat dan pendidikan
pemilih;

Publikasi dan kehumasan;

Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

Kerjasama anatar lembaga;

Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan
petugas pemutakhiran data pemilih;

@™ o a0

h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber
daya manusia;

i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin
organisasi;

j. Pendidikan dan pelatihan, serta

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas
untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait

dengan kebijakan :

a. Menjabarkan program dan anggaran;
Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan
anggaran;
Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

e. System informasi yang berkaitan dengan tahapan
Pemilu;

f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan
informasi; dan

g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,
memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota;

Telaah hukum dan advokasi hukum;

Dokumentasi dan publikasi hukum;

Pengawasan dan pengendalian internal;

® oo o

Penyelesaian pelanggaran administrative, sengketa
proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta
permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan
Pemilu dan Pemilihan; dan

f. Penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku
yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT

Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan Dalam menjalankan tugas dan fungsi, sekretariat mempunyai

Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas :

tugas mempunyai fungsi : wewenang :

Membantu penyusunan program dan anggaran
Pemilu;

Memberikan dukungan teknis administratif;
Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota

Penyusunan rencana dan program kerja serta
pelaporan kegiatan dilingkungan KPU Kabupaten/Kota;
Pemberian dukungan teknis dan administratif

a.

Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;

dalam menyelenggarakan Pemilu; penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota; b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
Membantu pendistribusian perlengkapan Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, peraturan perundang-undangan; dan

Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD; dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU c. Memberikan pelayanan administrasi, ketatausahaan,

Membantu perumusan dan penyusunan rancangan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
Kabupaten/Kota; dan

Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD,
Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Pelaksanaan  dokumentasi  hukum, hubungan
masyarakat, dan kerjasama dibidang penyelenggaraan
Pemilu;

Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU
Kabupaten/Kota; dan

Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh ketua

KPU Kabupaten/Kota.

dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



TUGAS SUBBAGIAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta
Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar partisipasi dan hubungan masyarakat dilingkungan KIP Kabupaten
Aceh Besar
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan
dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi dilingkungan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum,
KIP Kabupaten Aceh Besar pemberian advokasi dan pendapat Hukum, fasilitasi penyelesaian

sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya
manusia dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

TUGAS JABATAN FUNGSIONAL

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT Kota Jantho, 12 Februari 2023
[ INDEPENDEN PEMILIHAN Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

':;'V % Y‘{:EN AC_EH BESAR fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan KABUPATEN ACEH BESAR
S ,-"- ’ %ub Bagian Hukum dan SDM Pimpinan Sekretariat serta mengelola kegiatan pelayanan ’
E W‘ ; fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. ttd.
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